LEMBARAN DAERAH
JAWA TENGAH

Seri A 1975 Nr 3

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT 1
JAWA TENGAH.

NOMOR : 5§ TAHUN 1975,

TENTANG
MENGUBAH UNTUK PERTAMA KALI PERATURAN
DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH No. 5 TARUN
1973 TENTANG BEA BALIK NAMA KENDARAAN
BERMOTOR ( LEMBARAN DAERAH JAWA TE-
NGAH SERI A TAHUN 1974 No. 2)

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DAERAH TINGKAT [ JAWA TENGAH.

MEMBACA : Pidato pengarahan Menteri Datam Negeri pada
pembukaan rapat kerja Dinas Pendapatan Dae-
rah Propinsi Daerah Tingkat 1 se Indonesia
pada tanggal 31 Maret 1975.

MENIMBANG : a. bahwa berdasarkan hasil rapat kerja Dinas
Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Ting-
kat I so Indonesia tanggal 31 Maret +/d
2 April 1975 di Jakarta periu adanys kese-
ragaman tarip Beg Balik Nama Kendaraan
Bermotor dengan menggunakan dasac per-
hitungan 10 % untuk Bea Balik Nama yang
pertama dan 5 % untuk Bea Balik Nama
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yang ke dua dan selanjutnys, dibitung dari
ailai jual kendaraan bermotor. :

. bahwa pengenaan Bea Balik Nama Kenda-

raan bermotor di Propinsi Daerah Tingkat I
Jawa Tengah masih menggunakana dasar
tarip tunggal sebesar 10 % tanpa membeda-
kan balik hama yang pertama maupun kedua
dan selanjutnya ;

bahwa berhubung dengaa itu, dipandang
periu mengubah Peraturan Daerah Propinsi
Jaws Tengah No. 5 tahun 1973 tentang Bea-
Balik Nama Kendaraan Bermotor, sesuai
buruf a tersebut di atas.

+ Undang-undang No. § tahun 1974 ;

Undang-undang No. 10 tahun 1950 ;
Undang-undang No. 11/Drt. tahun 1957 ;

. Undang-undang No. 10 tahuna 1968 ;

Peraturan Pemerintsh No. 5 tahun 1969

Peraturan Daerah Propinsi Jawa ITenph No.
$ tahun 1973,

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat
Dacrah Propinsi Daerah Tinkat I Jawa Tengah,

MENETAPKAN :

MEMUTUSKAN :

FPERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA TENGAH TENTANG MENG
UBAH UNTUK PERTAMA KALI PERATURAN
DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH NO. §
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TAHUN 1973 TENTANG BEA BALIK NAMA
KENDARAAN BERMOTOR ( LEMBARAN DA-
ERAH JAWA TENGAH SERI A TAHUN 1974
NO. 2) ’

PASAL T,

Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah No. 5 tahun 1973 tentang
Bea Balik Nama Kendarasn Bermotor yang ditetapkan pada tang-
gal 16 Agustus 1973, diundangkan pada tanggal 7 Desember 1973,
dimuat dalam Lembaran Daersh Jawa Tengah Seri A tahun 1974
No. 2, diubah sebagai berikut :

Dalam BAB V Pasal 5 dibaca sebagai berikut :
Pasal S,

Besarnya Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ditentuksn
sebagai berikut :

a. 10 % ( sepuluh perseratus ) untuk kendaraan bermotor yang
belum pernah dibalik namakan ; ’

b. 5% (lima perseratus ) untuk kendaraan bermotor yang sudah
pemah dibalik namekan ; °

masing-masing dihitung dari nilai jual kendaraan bermotor yang
ditentukan berdasarkan pasal 6 Peraturan Daerah Propinsi Jawa
Tengah No. S tahun 1973, '
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PASAL N

Peraturan Daerah ini mulzi berlaku sejak diundangkan.

Semazrang, 27 Nopember 1975,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI
TINGKAT 1 JAWA TENGAH,

KETUA,

PARWOTO)

KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH,

(SOEPARDIJO)

v
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PENJELASAN

PERATURAN.DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
' JAWA TENGAH

Nomor : § Tahun 1975
TENTANG

MENGUBAH UNTUK PERTAMA KALI PERATURAN
DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH No. § TAHUN
1973 TENTANG BEA BALIK NAMA KENDARAAN
BERMOTOR. (LEMBARAN DAERAH JAWA TE-
NGAH SERI A TAHUN 1974 No. 2).

L. UMUM.

1. Besarnya Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor menn
rut ketentuan Peraturan Dacerah dalam pasalnys ysng
terdahulu ialah 10 % ( sepuluh perseratus) dihitung
dari nilai jual kendaraan bermotor, tanpa membeda-
kan apakah balik nama itu terjadi untuk yang pertama
ataukah untuk yang kesekian kalinys.

2. Dasar penetapan jumlah Bea Balik nama tersebut, de-
ngan Peraturan daerah ini, dirybah sebagai berikut :

2. Untuk kendarasn bermotor yang belum pernsh
dibaliknama-kan, besarnya Bea Balik Nama
adalah 10 % (sepuluh perseratus) dari nilai jual
kendaraan bermotor ;

b. Untuk kendaraan bermotor yang sudah permah
dibaliknama-kan, besarnya Bea Balik Nama

~ adalah § %(hmapeneunu)dmnﬂm;ualken-
daraan bermotor.

243



-6-

3. Perubshan tersebut di maksudkan untuk menyesuai-
kan dengan pidato pengarashan Menteri Dalam Negeri
pada pembukaan rapat kerja Dinas Pendapatan Dac-
rah Propinsi Daerah Tingkat [ seluruh Iadonesia pada
tanggal : 31 Maret 1975 daa demgan hasil-hasil peru-
musan rapat kesja tersebut.

4. Adapun tujuanaya adalah untuk menciptakan kesera-
gaman testang Bea Balik Nama kendaraan Bermotos
di seluruh Indonesia, schingga dengan demikian dapat
dihindari persaingan tarip antar daerah yang berakibat
terjadinya pelarian-pelarian wajib pajak.

Il. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- PASAL 1
Cukup jelas.

- PASAL 1
Cukup jelns.
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PROPINSI DAERAH TINGKAT 1
JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH
TINGKAT 1 JAWA TENGAH '

NOMOR : 5 TAHUN 1975.
" TENTANG

MENGUBAH UNTUK PERTAMA KALI PER-

ATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TE- -

NGAH No. § TAHUN 1973 TENTANG BEA
BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR

(LEMBARAN DAERAH JAWA TENGAH
SERI A TAHUN 1974 No. 2)

Disahkan oleh Menteri dalam Negeri dengan Surat
Keputusannys tanggal 20 Desember 1975 No. PEM
10/39/2¢4 - 254

Diundangkan pada tanggal 22 Desember 1975,

Sekretaris Wilayah / Daerah
Tingkat I Jawa Tengah,

(KARDIMAN),

Dimuat dalam Lembaran Daerah Propinsi Daersh
Tingkat | Jawa Tengah Seri A No. 3 tahun 1975,

o ms



KEPUTUSAN

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : PEM 10/39 24-254.

MENTERI DALAM NEGERI,

Membaca

Menimbang

Mengingat

Menetapkan
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a. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1
Jawa Tengah tanggal 6 Desember 1975, No.
Huk. 198/16 perihal permohonan pengesa-
han Peraturan Daerah ;

b. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat
I Jawa Tengah tanggal 27 Nopember 1975
No. 5 tahun 1975 tentang mengubah untuk
pertama kali ” Peraturan Daerah Propinsi
Jawa Tengah No. 5 tahun 1973 tentang Bea
Balik Nama Kendaraan Bermotor ”.

bahwa tidak berkeberatan untuk mengesahkan
Peruturan Daerah yang di maksud.

1. Undang-undang No. 5 tahun 1974;

2. Undang-undang No. 11 Drt. tahun 1957, jo
Undang-undang No. 1 tahun 1961.

MEMUTUSKAN

-

;' Mengesahkan Peraturan Daerah Propinsi Da-

erah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 27 No-
pember 1975 No. 5 Tahun 1975 tentang meng-
ubah untuk pertama kali Peraturan Daerah
Propinsi Jawa Tengah No. 5 tabun 1973 tentang
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Bea Balik Kendaraan Bermotor dengan peruba.
han sebagai berikut :
Kata-kata "KEPALA DAERAH TINGKAT 1 JAWA TENGAH"”
dibaris kesepuluh dari atas dan dibaris keempat dari bawah harus
dibaca "GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT [ JAWA
TENGAH"®

Ditetapkan di : Jakarta.
Pada tanggal : 20 Desember 1975.

MENTERI DALAM NEGERI,

AMIR MACHMUD.

SALINAN  surat keputusan ini disampaikin kepada :

Menteri/Sekretaris Negara di Jakarta.

Menteri Kehakiman di Jakarta.

Menteri‘Kemngan di Jakarta.

Gubernur Kepala Daerah Tingkat T Jawa Tengah di Sema-
rang.

S.  Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daersh Propinsi Daerah
Tingkat T Jawa Tengah di Semarang.

AP



